BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

L £
i
rl oy L et

Mobil Seberat Satu Ton Yang Akan Diseberangkan
di Batang Panei Sekitar Tahun 1935

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ‘




BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1)

Mengingat : 1.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal 104 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomeor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala
Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan
dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk memperoléh persetujuan bersama;

_bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama
DPRD;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inddnesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
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13.

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
i Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
mor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nom 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
°r 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang'undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang'Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Undang_
Retribyg
2009 Ng
N Oomor
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones.ia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka
Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona iy Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Menghadapi  Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan
Ekonomi Nasiona] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6542);

’

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39

Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran

Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

95, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 926).

r 77 Tahun 2020 tentang
Berita Negara

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
dan
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022.
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.

0. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan.

6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

erundang undangan.

9. gendapat:n Transfer adalah Pendapatan yang 'bersumbcr
dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.

10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yz'tng
terutang oleh orang pribadi atau badan yang berfnfat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk  keperluan Daerah  bagi  sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. '

11.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagal
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu .yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sumber
pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk
mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah
dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah,
terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik.

13.Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah sumber
pendapatan daerah yang berasal dari APBD Daerah lain
untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah
daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada
daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik.

14.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi
manfaat jangka pendek.

15.Belanja  Modal digunakan untuk menganggarkan
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset
tetap dan aset lainnya.

16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas
Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

17. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari
Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

18.Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan
kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil
Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai
ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

19.Belanja Barang Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari
12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain
dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub
kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran
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20.

21.

22,

'23.

24.

25:

26.

27.

prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD
terkait.

Belanja Bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung
atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian
pinjaman ~ sesuai ~ dengan ketentuan  peraturan
perundangundangan. Belanja bunga antara lain berupa
belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang
obligasi daerah.

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah dalam
bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada
Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan
daerah, yvang secara  spesifik telah  ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta tidak secara terus menerus.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer
uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,
meningkatkan ~ kemampuan  ekonomi dan/atau
kesejahteraan masyarakat.

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang
digunakan untuk pengadaan/pembeliaan/pembebasan
penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan,
pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan
sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan
perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud
dalam kondisi siap pakai.

Belanja  Modal  Peralatan dan Mesin  adalah
engeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/
penambahan/ penggantian, dan peningkatan kapasitas
peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang
memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan
sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap
pakai.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/
biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/
penggantian,  dan termasuk  pengeluaran  untuk
perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan
gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai
gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi adalah
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/
penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/
pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran
untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan
irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan
irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
Belanja  Modal  Aset  Tetap Lainnya  adalah
pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/
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28.

29,

30.

31.

32

33.

34

35.

36.

penambahan/penggantian/peningkatan pembangu.nan/
pembuatan serta perawatan terhadap Aset tetap lainnya
yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja
modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangt}na.n,.
dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini
adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-
barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk
museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan
jurnal ilmiah,.

Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang digunakan
untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota
atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada
pemerintah desa.

Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang
dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi
belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan
Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil
privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali
pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran
Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal
pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam

periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana
cadangan.

.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelunya adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah adalah semua
transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak

lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali,

. Penyertaan Modal Daerah adalah penerimaan pembiayaan

yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila
realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja.
Pembiayaan Netto adalah selisih antara
penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran
pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan
adalah selisih antara surplus

/defisit anggaran dengan
pembiayaan netto
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 dengan rincian sebagai berikut :

e
B

a. Pendapatan Rp. 1.106.975.904.144,00
i b. Belanja Rp. 1.318.201.737.144,00
c. Surplus/(Defisit) Rp. (211.225.833.000,00)

d. Pembiayaan
1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 211.823.566.000,00

Daerah
2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 597.733.000,00
Daerah
Pembiayaan Netto Rp. 21 1.225.833.000,00
e. Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 0,00
Anggaran Daerah Tahun
Berkenaan
Pasal 3
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar
Rp. 1.106.975.904.144,00 yang bersumber dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 31.809.014.546,00
b. Pendapatan Transfer Rp. 1.066.614.009.598,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Rp. 8.552.880.000,00
Yang Sah
Pasal 4
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a terdiri dari :
a. Pajak Daerah Rp. 15.007.328.707,00
b. Retribusi Daerah Rp. 11.503.667.695,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 1.622.418.144,00
Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Rp. 3.675.600.000,00
Daerah Yang sah
Pasal 5
f Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan
a. Pendapatan Transfer Rp. 1.035.822.661.000,00
Pemerintah Pusat

b. Pendapatan Transfer Antar Rp. 30.791.348.598,00
Daerah




Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 huruf c¢ direncanakan sebesar Rp.
8.552.880.000,00

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan
sebesar Rp. 1.318.201.737.144,00, yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi Rp. 661.688.160.790,00

b. Belanja Modal Rp. 313.559.574.313,00

c. Belanja Tidak Terduga Rp. 5.500.000.000,00

d. Belanja Transfer Rp. 337.454.002.041,00
Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
direncanakan

a. Belanja Pegawai Rp. 402.028.445.448,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 235.456.041.911,00

c. Belanja Bunga Rp. 12.778.643.431,00

d. Belanja Hibah Rp. 9.874.030.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.551.000.000,00
Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b
direncanakan

a. Belanja Modal Tanah Rp. 1.500.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Rp. 30.447.305.529,00
Mesin

c. Belanja Modal Gedung dan Rp. 29.215.253.739,00
Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Rp. 238.093.754.045,00
Jaringan, dan Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Rp. 14.303.261.000,00
Lainnya

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf ¢ direncanakan Rp. 5.500.000.000,00




Pasal 11
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d
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direncanakan
a. Belanja Bagi Hasil Rp. 2.651.099.641,00
b. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 334.802.902.400,00
Pasal 12
3 Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan
L sebesar Rp. 211.225.833.000,00, yang terdiri atas :
i a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 211.823.566.000,00
k¥
!' b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 597.733.000,00
Pasal 13
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a direncanakan
a. Sisa Lebih Perhitungan Rp. 42.793.891.000,00
Anggaran Tahun Sebelumnya

b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 169.029.675.000,00

Pasal 14

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf b direncanakan Rp. 597.733.000,00

Pasal 15

, (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan

l anggaran belanja daerah mengakibatkan defisit sebesar

i Rp. 211.225.833.000,00

(2) Defisit anggaran ditutupi oleh Surplus Pembiayaan Netto
sebesar Rp. 211.225.833.000,00

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu
yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang
selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022, dengan
tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan
perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD
selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/

atau kejadian luar biasa;
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b.

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

(2) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam
tahun anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/ atau

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih  besar bagi
Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

l.Lampiran[ Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

2.Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut

menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3.Lampiran [l Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan,

Sub Kegiatan, Kelompok Jenis Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan

Pemerintah Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan Beserta hasil dan sub Kegiatan
Beserta Keluaran;

5. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
6. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan

Rancangan APBD;

7. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

8.Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional

dengan Program Prioritas Daerah;

9. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;

10. Lampiran XI Daftar piutang Daerah;
11. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah dan investasi

Daerah Lainnya;
11
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12, Lampiran XIIl Daftar ~ Perkiraan  penambahan dan
pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain-lain;

13. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy
years);

14, Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;

15. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Diundangkan di Gunungtua

Pada ’Ean 29 Ousembs
/w’\g% \
ETARIS RAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

\ C %/
AN 4 LAwA
LEMBARAN-DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021
NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : (7-207/2021)




